PUTUSAN
Nomor 89/G/2024/PTUN.SMG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara
biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court)
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

ANISA NUR AZIZA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di
Sukerejo RT. 001 RW. 020 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, Pekerjaan Karyawan swasta, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada: SRI ARIJANI, /S'H.,, M.H., CTA,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum pada Kantor Kantor Hukum “SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA.

beralamat difJdalan L

misili elektronik ari

Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Ok
Untuk selanjdtnya disebut sebagai ---

_ - ELAWAN
KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENICATATAII\I SIPIL
KOTA SURAKARTA, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman

No. 2 Surakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama . YENI APRILIAWATI, S.H., M.P.S., M.Eng.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
2. Nama . YUDIANTO, S.H., M.E;
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surakarta;
3. Nama : HESTINING SUSANTI, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kota
Surakarta;
4. Nama . FX. SASANDARA PASKA, S.H,;
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Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
5. Nama . TRI WULAN DWI HANDAYANI, S.H.;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
6. Nama . ARDYANTO IMAM WICAKSONO, S.H.;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
7. Nama . ZAKY BASWENDRA WIBHAWA, S.H.;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Setda Kota Surakarta;
8. Nama . MUHAMMAD ARIF FAUZI, S.H;;
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
n Hukuin Setda Kota Syiakarta;
Kesemuan berkewarganegaraan Indgpesia, p

pada Ba

Sipll Negara pada Pemerintah K
2
a.go.id.
C/10387/X1/2024, tanggal 11 No ber 2024;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ---TERGUGAT;

dirman

disadminduKkcapil@surak

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor: 89/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 1 November
2024 tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor: 89/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 1 November
2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor: 89/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 1 November

2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
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— Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 89/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 1
November 2024 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

— Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 89/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 20
November 2024 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang
terbuka untuk umum;

— Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta
mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
31,0ktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 November 2024 di bawah

register perkarasNomor 9/G/2(E4/PTU .SMG dan tel

tanggal 20 November 2024, gugatan mana p pokokny@ menge n

dalil-dalil Sebagai berikut: 0

|. FOBYEK SENGKETA .
Adapfjrn Keputusan Tata UsHha Negara ya enjadi obyek sengketa

dalam gugatan ini adalah Akta Kelahiran mor 3372:L1-20082014-
0009 atas nama Nadhira Thafana lzza yang diterbitkan pada tanggal 27
Agustus 2014;

. KEWENANGAN MENGADILI

1. Kompetensi Absolut

diperbaiki pada

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah
keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan
Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
merupakan suatu penetapan berupa surat yaitu Akta Kelahiran
Nomor 3372-LT-20082014-0009 atas nama Nadhira Thafana lzza
yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2014.yang merupakan
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan
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Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual
dan final yaitu bahwa:

a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus
Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata
Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Akta
Kelahiran  Nomor 3372-LT-20082014-0009 atas nama Nadhira
Thafana Izza yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2014.

b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha
Negara (Obyek Sengketa) tidak ditujukan untuk umum, tetapi
ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu
dalam hal ini ditujukan kepada Nadhira Thafana 1zza.

c. Obyek Sengketa bersifat Final, artinya bahwa Keputusan Tata
UsahasNegara byeerSengke ) itu adalah s

dapat menimbulkan akibat

ak membutuhkan lagi pers
definitif

sebagai ibu biologis dari Nadhira Th a lzza serta tidak dapat
memproses penerbitan akta kelahiran yang baru atas nama
Nadhira Thafana lzza dengan mencantumkan nama Penggugat
sebagai ibu biologisnya.
Bahwa dengan demikian dikaitkan dengan Pasal 47 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yang berbunyi“Pengadilan bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara” maka obyek sengketa a quo merupakan kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

2. Kompetensi Relatif.
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Bahwa dalam perkara a quo Tergugat selaku yang menerbitkan obyek
sengketa berkedudukan di Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah,
maka dari itu kewenangan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara yang berwenang mengadili terhadap penerbitan obyek
sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ada di ibukota Propinsi Jawa
Tengah vyaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, hal ini
mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Pengadilan Tata
Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan
daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.” dan pasal 54 ayat
(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara
diajukankepada Pénhgadilan yang

meliputi keduduka tergugHt”.

rwenang yang @@aerah hukumnya
Dengan de ikian ukup beralas
aquo diajukan di P gadill]ETata U

ku nnya Oan
Ne em ) ,
TENGGANG WAKTUDAN UPAYA ADMI ASI '

|
Bahwa tefﬁ’ézap tenggang wélktu dan upaya inistrasivyang.dilakukan

oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ibu biologis dari Nadhira Thafana Izza yang
telah Penggugat lahirkan diluar perkawinan;

2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 Penggugat telah melahirkan
Nadhira Thafana 1zza, karena terhadap hal tersebut dianggap aib oleh
keluarga Penggugat kemudian telah diajukannya permohonan akta
kelahiran atas nama Nadhira Thafana |zza dengan mencantumkan
nama orang tuanya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama
Tri Rahayu sebagai ibu dan kakak ipar Penggugat yang bernama
Prayitno sebagai ayah;

3. Bahwa setelah berjalannya waktu dan mengetahui syariat Islam maka

terhadap pemberian nama orang tua Nadhira Thafana lzza kakak ipar

Penggugat yang bernama Prayitno keberatan nantinya jika anak
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tersebut dewasa dan harus menjadi wali nikah sebagai nazhab
Nadhira Thafana lzza karena bertentangan dengan syariat Islam,
kemudian guna menyelesaikan permasalahan tersebut Penggugat
pada bulan Januari 2024 bersama kakaknya ke kantor dispenduk
Capil Kota Surakarta guna mengajukan permohonan pembatalan
Akta kelahiran secara lisan, dan dari Dispenduk Capil disarankan
untuk ke Pengadilan Negeri namun justru dari Pengadilan Negeri
disarankan untuk Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
karena yang mempunyai kewenangan pembatalan akta kelahiran,

. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 Penggugat ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang untuk menanyakan syarat-syaratnya, bahwa
saat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ‘baru mengetahui
bahwa kutipan akta kelahiran tersebut merupakan obyek sengketa
yang diterbitkan ol Terg¥at;

sarkan Und
Tahun 2014 Tentang Administrasi

dan (2) Penggugat melakukan upa:

dan Banding Administrasi

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau
Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat
Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Keberatan; dan
b. Banding
Dengan demikian, berdasarkan aturan tersebut Penggugat
mengajukan Upaya Administrasi yaitu sebagai berikut :
a. UPAYA KEBERATAN
Bahwa berdasarkan surat nomor: 210/AY/UK/X/2024 perihal
upaya keberatan tertanggal 2 Oktober 2024 PENGGUGAT telah
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i
tersebut telah adanya jawaban

mengajukan upaya keberatan melalui kuasa hukumnya SRI
ARIJANI, SH, MH, CTA kepada Tergugat melalui via pos dan
terhadap upaya keberatan tersebut telah mendapatkan jawaban
berdasarkan Surat Nomor: DC.01.01/9220/X/2024 perihal
Jawaban atas Upaya Keberatan tertanggal 9 Oktober 2024
melalui via Whatsap yang pada dasarnya Tergugat menolak
upaya keberatan Penggugat dengan alasan bahwa Pembatalan
akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

. UPAYA BANDING ADMINISTRASI

Bahwa dengan adanya jawaban atas upayakeberatan tersebut
oleh Tergugat, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut maka
Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Banding
Administrasi yaitu surat nomori 211/AY/BA/X/
Oktober 2024 epadaﬂKepala inas_Pemberda§iaan Ma t,
Desa, Kependudukan dan Pen iJawGh

elaku atasan TergLu;at, da administrasi

4 tertanggal 10

.12/1149
itkan oleh.Kepala Dinas

rat nomor:
tertanggal 21 Oktober 2024 yang di
Pemberdayaan  Masyarakat, Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan jawaban bahwa
terhadap jawaban keberatan Tergugat sudah tepat, maka
berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi yang berbunyi “Tenggang waktu pengajuan
gugatan di Pengadilan di hitung 90 hari dari sejak keputusan
atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau
di umumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi
Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya
Administrasi dan berdasarkan pasal 1 angka 9 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
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Penyelesaian Sengketa Administrasi yang berbunyi “hari adalah
hari kerja “;

Dengan demikian pada tanggal 31 Oktober 2024 Penggugat
mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang telah sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam
Pasal 5 yang berbunyi “tenggang waktu pengajuan gugatan di
pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya
administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan
oleh Badan dan /atau Pejabat Administrasi yang menangani
Penyelesaian Upaya Administratif’. Dan berdasarkan Pasal 55
Undang-Undang Nomeér 5 Tahun 1986 tenta

Usaha Negara uga:ﬂ Penggugat

udah seharusnya diterima Ke ra
Negara Semarang; H
i

diterbitkannya obyek

Peradilan Tata

gketa “eleh._.Tergugat
kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan
akan status kedudukan sebagai orang tua kandung Nadhira Thafana
Izza;

Bahwa dengan dikaitkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 yang berbunyi: “(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” Maka demikian
mengenai penerbitan obyek sengketa sangat merugikan Penggugat yaitu

Penggugat kehilangan hak sebagai ibu biologis dari Nadhira Thafana
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Izza serta tidak dapat memproses penerbitan akta kelahiran yang baru

atas nama Nadhira Thafana lzza dengan mencantumkan nama
PENGGUGAT sebagai ibu biologisnya.
ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

Adapun alasan hukum dalam gugatan Penggugat ini diajukan adalah

sebagai berikut:

1.

. Balwa seiring berjalann

Bahwa Penggugat merupakan ibu biologis dari Nadhira Thafana lzza,
yang mana anak tersebut lahir diluar perkawinan dan sampai dengan
diajukannya gugatan a quo Nadhira Thafana lzza tinggal Bersama

Penggugat;

. Bahwa guna untuk menutupi aib keluarga, Penggugat dengan

kerelaan hati mencantumkan nama selaku orang tua dari Nadhira
Thafana lzza yaitu dari Kakak Ipar yang bernama Prayitno (sebagai

ayah) dan,Kakak K ndunggyang berfhama Tri Rahay@(sebagai ibu);
Yi

waktu, juntu

isl dengan kesadaran diri bahwi

administrasi
|
nikah N

nazhabnya dan mempunyai keinginan u

ebagal ayahskeberat

lzza ika n / bukan

ira afan merupakan
mengembalikan ‘nazhab

yang sebenarnya yakni Penggugat;

. Bahwa berdasarkan surat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah

pihak antara Saudara Prayitno dan Saudari Tri Rahayu Tidak
Keberatan dan Sangat Setuju apabila diadakan pembatalan terhadap

akta kelahiran Nadhira Thafana lzza;

. Bahwa mendasarkan pada surat keberatan Penggugat kepada

Tergugat bahwasanya terhadap permohonan pembatalan obyek
sengketa telah disampaikan bahwasanya terhadap orang tua yang
tercantum dalam obyek sengketa tidak keberatan dan sangat setuju
terhadap pembatalan obyek sengketa guna meluruskan sesuai syariat
Islam, namun terhadap permohonan pembatalan obyek sengketa
tanpa adanya putusan Pengadilan tidak dapat diproses dalam hal ini,

karena hal ini sangatlah jelas dengan melalui upaya keberatan yang
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diajukan oleh Penggugat telah diketahui bahwasanya data fisik
maupun yuridis yang diajukan sebagai persyaratan permohonan
penerbitan obyek sengketa adalah cacat hukum, maka sudah

sepantasnyalah obyek sengketa haruslah Dibatalkan;

. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan

dengan pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbunyi”
Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memperhatikan: a. tempat domisili ibunya bagi
penduduk Warga Negara Indonesia.” Dan bertentangan pula dengan
pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden RepublikiIndonesia Nomor 25
Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara  pendaftaran
penduduk,dan pen€atatantsipil ya
peaduduk Warga egar;TIndone sebagaiman

pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf @ dil
Syarat berupa:

|
. Surat kelahiran dari dokter/bidanfpeno elahiran;

berbunyi: “Pegigatatan kelahiran

S m
hi

~Nama dan identitas saksi kelurahan;

a

b

c. KK orang tua;
d. KTP orang tua dan

e. Kutipan Akta Nikah/ Akta Perkawinan orang tua

Dengan demikian terhadap syarat-syarat yang menjadi dasar
diterbitkannya obyek sengketa yaitu mengenai data diri orang tua
Nadhira Thafana lzza yang tercatat dalam obyek sengketa Bukanlah
orang tua kandungnya melainkan ibu kandung nya adalah Penggugat,

dengan demikian obyek sengketa haruslah dibatalkan;

. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil yang berbunyi: “Selain ketentuan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta pencatatan sipil juga
dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius
Actus”. Dengan demikian sudah selayaknya obyek sengketa adanya
cacat hukum maka sudah seharusnya Dibatalkan;

. Bahwa terhadap Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang dilakukan
tanpa melalui Pengadilan dilakukan dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (4) huruf (a)
Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu sebagai
berikut:

1) Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;

2) Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;

3) KartwKeluarga ﬂ

5) = 'Surat pernyataan tanggung jaw. utl o

Bahwa terhadap dekumeni pendukun@iyan ua embatalan

yaitu berupa Surat Keputusan yang di leh kedua Dbelah pihak
antara” Saudara Prayitno dan Saudari Rahayu... Dalam surat
tersebut menerangkan bahwasanya tidak keberatan apabila dilakukan
pembatalan karena didasari dengan adanya keberatan apabila
dikemudian hari menjadi wali nikah dari Nadhira Thafana Izza karena
bukan nazhabnya secara syariat islam;

. Bahwa terkait tidak adanya tindakan dari Tergugat untuk
menyelesaikan perkara ini maka Tergugat telah menyalahi ketentuan
dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang
terdapat pada Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (d) Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu yang
berbunyi “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud
dalam Undang-Undang ini meliputi asas -asas sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum;
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Menjabarkan terkait dengan asas dalam negara hukum yang

mengutamakan keajekan dalam setiap kebijaksanaan dan keadilan;
d. Kecermatan;

menjabarkan terkait dengan asas yang mengandung arti bahwa

suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan informasi

dan dokumen yang lengkap.

10. Bahwa oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa
tanpa melalui prosedur yang benar dan telah menerima dokumen
yang berupa data fisikk maupun Yuridis sebagai persyaratan
diajukannya proses penerbitan obyek sengketa yang cacat
hukum, dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat cacat hukum dengan alasan Tergugat melanggar
Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

(2) huruf aﬁ

Indonesia Nomor 25

an pasal 52

dan tata cara pendaftaran pen
b.r Pasalf10 ayat (1) huruf a dan omor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi P
Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan obyek
sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang
terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimakksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan
yang baik”, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk
mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang agar Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh
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Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan demikian,
mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa yang
telah diterbitkannya, Mewajibkan kepada Tergugat untuk
menerbitkan Surat Keputusan Baru berupa Akta Kelahiran atas
nama Nadhira Thafana l1zza dengan mencantumkan ibu biologis atas
nama Penggugat, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul pada perkara ini.

VI. PETITUM

Bahwa alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang

Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk

menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Y
2.

. Memerintahkan kepada Tergugat untuk

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
Menyatakan batal atau tidak sah Akta Kelahiran Nomer 3372-LT-

20082014-0009 at nax Nadhifa Thafana |zza@yang diterbitkan

pada tanggal 27 Agustus

. Mewajibkan kepada Tergugat untu a elah|rao
3372-LT-20082014-0009 jatas na Izzayang

diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2014,
rbitkan“Surat.Keputusan
Baru berupa Akta Kelahiran atas nama Nadhira Thafana Izza dengan

mencantumkan ibu biologis atas nama Penggugat;

. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

pada perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak

Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Jawaban tertanggal 5

Desember 2024 secara elektronik (e-court) melalui sistem Informasi

Pengadilan dengan mengemukakan dalil-dalil Jawaban sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penerbitan Akta Kelahiran a.n Nadhira Thafana lzza yang

diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2014 oleh Tergugat berdasarkan

persyaratan permohonan penerbitan akta kelahiran yang sesuai dengan
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o
~telah menyampaikan Repliknya tertanggal 1

ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik;

2. Bahwa untuk pembatalan akta kelahiran salah satunya dengan putusan
pengadilan;

3. Bahwa sebenarnya selain putusan pengadilan pembatalan akta kelahiran
juga dapat dilakukan oleh Tergugat berdasarkan kebenaran material
yang tertuang dalam bukti yang dianggap cukup kuat oleh Tergugat
sesuai dengan asas contrarius actus;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan

hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan

memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak

iterima; T

- Menghukum Penggug untukﬂnembay r bia

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkay
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terg

persidangan secara elektronik (e-court) dalam Sistem Informasi Pengadilan,
pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi
selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi
satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah
menyampaikan Dupliknya tertanggal 18 Desember 2024 melalui persidangan
secara elektronik (e-court) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada
pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalii Jawabannya yang isi
selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi
satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil
gugatannya, di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-

bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula
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diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah

diberi tanda P — 1 sampai dengan P — 9 sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372055908920004 atas nama
Anisa Nur Aziza. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 . Kartu Keluarga Nomor: 3372052211230017 atas Nama

Kepala Keluarga Anisa Nur Aziza, yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surakarta tertanggal 20 Desember 2023. (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
3. P-3 : Surat Keterangan Kelahiran No. 409/RSIA/V/PML/2014
yang diterbitkan oleh Klinik & Rumah Sakit Bersalin Vitalaya
Pondok Benda Pamulang. (fotokopi sesuai'dengan aslinya);
P-4 . Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-20082014-0009

tas na Nadhira Thafana lzza, yan@ diterbitkan oleh
ﬂ ala inas || Kependuduk dan
5

Surakarta, tertanggal 2
dengan aslinya)

encatat ipil
ust°4. fotoko ai

rat Kesepakatan ya I oleh " Prayitno dan Tri

= Rahayu. (fotokopi sesuai deng
6. P-6 : Surat dari SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA. selaku Kuasa
Hukum Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor

linya);

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
Nomor: 210/AY/UK/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, Perihal:
Upaya Keberatan. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

7. P-7 . Surat dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta yang ditujukan kepada SRI ARIJANI,
S.H., M.H., CTA. Nomor: DC.01.01/9220/X/2024 tertanggal
9 Oktober 2024, Perihal: Jawaban atas Upaya Keberatan.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. P-8 : Surat dari SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA. selaku Kuasa
Hukum Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Nomor:
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211/AY/BA/X/2024, tertanggal 10 Oktober 2024, Perihal:
Banding Administrasi. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
yang ditujukan kepada SRI ARIJANI, S.H.,, M.H., CTA
Nomor: 400.12/1149, tertanggal 21 Oktober 2024, Hal:
Tanggapan Banding Administrasi Pembatalan Akta.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil

Jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-

bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula

diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah

diberi tanda T - 1 sampai dengan T — 12, sebagai berikut:

1. g T-1
"4
2. T=2
3. T-3
4. T-4
5. T-5
6. T-6

endudukan 'Dan Pencatat Sura

0.
tas na Thaf a.
4, p

“Akta K ahiraT yang Hditerbitkan ol Kepala Dinas

3372-LT+20082014-009

tertanggal 19 pAgustus [ uai dengan
linya);

Surat Keterangan Kelahiran F lir KodewF-2.01 tanggal

19 Agustus 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Keterangan Keterangan Kelahiran Nomor: 22/V/2014,

tertanggal 15 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Bidan Ny.

Hj. Sri Lumintu. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Surat Keterangan Kelahiran Terlambat No.

474.1/592/V111/2014, tertanggal 18 Agustus 2014 vyang

diterbitkan oleh a.n. Lurah Kadipiro Kasi Pemberdayaan

Masyarakat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Kutipan Akta Nikah Nomor: 511/01/VII/2007 tanggal 1 Juli

2007 antara Prayitno dengan Tri Rahayu. (fotokopi sesuai

dengan fotokopinya);

Kartu Keluarga No. 3372050703090014 Nama Kepala

Keluarga Prayitno, tertanggal 19 Juli 2012. (fotokopi sesuai
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dengan fotokopinya);

7. T-7 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372056101770010 atas nama
Tri Rahayu. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

8. T-8 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372052203760010 atas nama
Prayitno. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

9. T-9 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372011208870001 atas nama

Muhammad llham Igbal Tawakal. (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);

10. T-10 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372010505600002 atas nama
Eman Sulaeman Rahmad. (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);

11, T-11 : Surat Kuasa Khusus dari Tri Rahayu “kepada Rubiyah
tertanggal 14 Agustus 2014. (fotokopi sesuai dengan

“waslinya);
120 T- tu Tanda Penduduk NIK. 3 a
iyah. (fotokopi sesuai
M bahwa untuk me Gugatannya
walaupun sudah ddiberikan kesempatan Seca tutsoleh Majelis Hakim,
"‘Sihak Penggugat menyatakan  tidak mengaj sebagaimana

keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Jawabannya
walaupun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim,
Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi, sebagaimana
keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya
tertanggal 22 Januari 2025 yang diupload melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2025 yang isi selengkapnya
sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi
Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya
tertanggal 22 Januari 2025 yang diupload melalui Sistem Informasi

Pengadilan pada tanggal 22 Januari 2025 yang isi selengkapnya
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o : : )
- menanggapi dengan Jawaban melalui persidan

sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi
Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang
terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam
berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan
alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah
selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai
berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahw yangHmenjadi bjek Sengketag@lalam perkara ini

adalah Akta Kelahiran Nomor 33/72-LT-200820
THAFANA I1ZZA yang diterbitkan pada ta

selanjutnya disebut sebagai “objek sengk

|
Menimban

bah terhadap gu ggugat, Tergugat. telah
e-court pada.tanggal 05
Desember 2024 tanpa memuat eksepsi dan pada pokoknya menolak dalil
gugatan Penggugat dan menyatakan penerbitan Keputusan objek sengketa
telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah
sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan,
Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa telah lahir seorang anak bernama Nadhira Thafana lzza pada
tanggal 20 Mei 2014 (vide bukti T-03 dan P-3);
- Bahwa Tri Rahayu telah membuat surat kuasa khusus kepada
Rubiyah pada tanggal 19 Agustus 2014 untuk mengurus penerbitan akta
kelahiran (vide bukti T-11);
- Bahwa ada permohonan penerbitan akta kelahiran atas nama Nadhira

Thafana Izza pada tanggal 19 Agustus 2014 yang dituangkan dalam formulir
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surat keterangan kelahiran, dengan kepala keluarga bernama Prayitno
dengan Isteri bernama Tri Rahayu (vide bukti T-02);

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 27
Agustus 2014 (vide bukti T-01 dan P-4);

- Bahwa ada kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak antara
Saudara Prayitno dan Saudari Tri Rahayu dengan bentuk surat kesepakatan
mengenai tidak keberatan dan sangat setuju apabila dilakukan pembatalan
terhadap objek sengketa (vide bukti P-5);

- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan administratif kepada
Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2024 (vide P-6);

- Bahwa Tergugat telah membalas keberatan sadministratif yang
diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2024 (vide P-7);

- Bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Kepala
Kantor Dispermadesdukcapil Proyinsi Ja ggal 10 Oktober
2 (vide P-8); n

- Bahwa Kepala Kantor Dispermad ca [
telah menanggapi pandin admi:ﬂ'(stratify n@diaju
i

Tengah pada

o

tanggal 21 Oktober 2024 (vide bukti P-9);

-
- Bahwa  gugatan diajukan ke Penga Tata“"Usaha Negara

Semarang padang tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua berkas perkara
beserta bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, meskipun
Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan syarat formal gugatan Penggugat yaitu mengenai
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Tenggang Waktu
mengajukan Gugatan, dan Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap syarat formal
tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu atau lebih
dari aspek tersebut dapat dibuktikan tidak terpenuhi atau tidak terbukti cukup
beralasan bagi bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak
diterima, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menentukan aspek mana yang

akan dipertimbangkan terlebih dahulu;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan dengan menguraikan
apakah gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan
oleh Undang-Undang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan dapat
digjukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak
saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sebagai ibu
kandung dari anak bernama Nadhira Thafana lIzza, akan tetapi pihak yang
namanya tercantum sebagai orang tua dari anak' tersebut” dalam surat

in, maka dengan

keputusan yangsdimohonkan ba;ql tersebut adalah arang

demikian gPenggugat tidak dap
1

langsung oleh Tprat keputusan, sehig@oa
penghitungan teliggang wak pengaj n
di tahuin'ya su:gg’r eputusan objek sengk'ta a

s

dikategorikan_sebagai

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat.mendalilkan
baru mengetahui kutipan akta kelahiran tersebut merupakan objek sengketa
yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti T-01 dan P-4) pada tanggal 17 Juli
2024 ketika Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk
menanyakan syarat-syarat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada bagian
Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi mendalilkan pada poin kesatu (ke-
1) Penggugat adalah Ibu biologis dari Nadhira Thafana lzza yang telah
Penggugat lahirkan diluar perkawinan, pada poin kedua (ke-2) pada tanggal
20 Mei 2014 Penggugat telah melahirkan Nadhira Thafana lzza, karena
terhadap hal tersebut dianggap sebagai aib oleh keluarga Penggugat
kemudian telah diajukannya permohonan akta kelahiran atas nama orang
tuanya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Tri Rahayu sebagai

Ibu dan kakak ipar Penggugat yang bernama Prayitho sebagai Ayah, dan
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pada poin ketiga (ke-3) setelah berjalannya waktu dan mengetahui syariat
islam, kakak ipar Penggugat yang bernama Prayitno keberatan nantinya jika
anak tersebut dewasa dan harus menjadi wali nikah karena bertentangan
dengan syariat islam, kemudian guna menyelesaikan permasalahan tersebut
Penggugat pada bulan Januari 2024 bersama kakaknya ke kantor
Dispendukcapil kota Surakarta guna mengajukan permohonan pembatalan
Akta Kelahiran secara lisan dan dari Dispendukcapil disarankan untuk ke
Pengadilan Negeri namun justru dari Pengadilan Negeri disarankan untuk ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena yang mempunyai
kewenangan pembatalan akta kelahiran, sehingga Majelis Hakim
berpendapat Penggugat seharusnya sudah mengetahui ebjek sengketa yang
diterbitkan oleh Tergugat telah mengandung cacat’ hukum sejak bulan

Januari 2024 akan tetapi Penggugat mendiamkan/saja tidak.melakukan

upaya hukum™apapun hifAgga tanggal 28 Oktober 2024
mengajukan u::}% keberatan rnelalui kuasa
M.H., CTA. kepada Tergugat (vide P-6);

Menimbang, bahwa dengan demiki ' Hakim:tidak

tika Penggugat

befdasarkan hukiim apabila nghitungan ang waktu pengajuan

'Gugatan bagi Penggugat dihitung sejak tangga Juli 2024 sebagaimana
didalilkan oleh Penggugat, karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo sejak bulan Januari 2024
ketika Penggugat dan kakaknya datang ke kantor Dispendukcapil Kota
Surakarta guna mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran secara
lisan, sehingga jika dihitung tenggang waktu mengajukan gugatan sejak
diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat pada bulan Januari 2024
hingga Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 31 Oktober 2024, maka Majelis Hakim
berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan
oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas

telah terbukti bahwa formalitas gugatan Penggugat terkait tenggang waktu
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pengajuan gugatan telah tidak dipenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan
tidak diterima;

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak
diterima maka Majelis Hakim lebih lanjut tidak mempertimbangkan pokok
perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak
diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. yang jumlahnya
tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim
berpedoman pada ketentuan sal 10
986 tentang Peradilan T

jo. Pasal 10@Undang-Undang

Nomor Tahun

mempertimbangkan selurtuh alat bukti ya
tetapi hanya bukti-Bukti yang relevan ya
sengketa ini, dan
e

- dalam berk

Putusan ini;

rhadap alat bukti yang dini
perkara yang merupakan ba tidak “terpisahkan dari

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

339.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025,
oleh RAHMI AFRIZA,S.H.,,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, SINTHA
SAVITRIANA, S.H sebagai Hakim Anggota 1 dan CUSI APRILIA, S.H
sebagai Hakim Anggota 2 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
(dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan
untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Rabu, tanggal 5
Febuari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SAPTA
HARTANA, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang serta dihadiri oleh Para Pihak.

akim Anggota 1 Hakim‘_K_e.tua M.aj.elis,

td d
l SINTHA SAVITRIANA, S I H Z

Hakim Anggota 2

Ttd
CUSI APRILIA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd
SAPTA HARTANA, S.H.,,M.H

Putusan Perkara Nomor: 89/G/2024/PTUN.SMG, HIm. 23 dari 24 Halaman



Perincian Biaya Perkara Nomor : 89/G/2024/PTUN.SMG.

1. Biaya ATK ... Rp.225.000,-

2 Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.................. Rp. 44.000,-

3 PNBP ... Rp. 60.000,-

4 Meterai Putusan Sela ............cccoovvviviiiiiicccceeeen, Rp. -

5 Meterai PULUSAN .......cuviiiviiiiieeeee e e Rp. 10.000,-+
JUMLAH Rp.339.000,-

(Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

L2 iy
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang JI. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Panitera Tingkat Pertama Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Didi Sunardi S.H,.M.H. - 196601301994B3utusan Perkara Nomor: 89/G/2024/PTUN.SMG, Him. Z#aar@ridatasmedyo.id
Digital Signature www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektron“

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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